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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR  05 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

	Menimbang 
	:
	bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

8. Undang-Undang....

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01);


Dengan...



	Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.319.020.016.711,00 bertambah sejumlah Rp. 29.974.603.589,00 sehingga menjadi Rp. 1.348.994.620.300,00 dengan rincian sebagai berikut : 
	1.
	Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
1.319.020.016.711,00  29.974.603.589,00
	


	



	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
	Rp. 1.348.994.620.300,00 

	
	
	

	2.
	Belanja Daerah
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
1.404.270.116.711,00 197.498.593.171,00
	


	



	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan
	Rp. 1.601.768.709.882,00

	
	Surplus/(defisit) setelah perubahan
	Rp.  (252.774.089.582,00)

	
	
	

	3
	Pembiayaan Daerah
	

	
	a. Penerimaan 
1) Semula 
2) Bertambah/
     (berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
85.250.100.000,00
169.761.655.871,00
	
	


	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
	Rp. 255.011.755.871,00

	
	b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/
     (berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
0,00
2.237.666.289,00
	
	

	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
	Rp.     2.237.666.289,00

	
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
	Rp. 252.774.089.582,00

	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
	Rp.0,00



Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
	a.
	Pendapatan Asli Daerah
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	
Rp.       147.750.976.065,00
Rp.           1.533.518.973,00
	


	



	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
	Rp.  149.284.495.038,00

	b.
	Dana Perimbangan
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
970.993.634.321,00
(4.721.255.357,00)
	


	



	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
	Rp.  966.272.378.964,00

	
	
		c. Lain-lain...

	c.
	Lain-lain pendapatan daerah yang  yang sah
	

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	200.275.406.325,00
33.162.339.973,00
	
	

	
	Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan
	Rp. 233.437.746.298,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
	a.
	Pajak Daerah
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
40.794.923.500,00
742.000.000,00
	


	



	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

	Rp. 41.536.923.500,00

	b.
	Retribusi Daerah
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
14.375.475.016,00
54.612.684,00
	


	



	
	Jumlah Retribusi Daerah  setelah Perubahan
	Rp. 14.430.087.700,00


	c.
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	2.943.342.655,00
2.237.666.289,00
	

	


	
	Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

	
Rp.  5.181.008.944,00


	d.
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	89.637.234.894,00
(1.500.760.000,00)
	

	


	
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan

	Rp. 88.136.474.894,00



(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari jenis pendapatan :
	a.
	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	21.183.363.321,00 (74.673.196,00)
	

	


	
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan

	Rp. 21.108.690.125,00

	b.
	Dana alokasi umum  

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	738.378.312.000,00 0,00
	

	


	
	Jumlah dana alokasi umum  setelah Perubahan

	Rp.738.378.312.000,00

	c.
	Dana alokasi khusus

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	[bookmark: OLE_LINK1]211.431.959.000,00(4.646.582.161,00)
	

	


	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan

	Rp.206.785.376.839,00


(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

	a.
	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya  

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	27.253.524.325,00
17.151.861.973,00
	

	


	
	Jumlah Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan 
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan
	Rp.   44.405.386.298,00

	
	
	
b. Pendapatan...

	b.
	Pendapatan lainnya
	
	

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	173.021.882.000,00
10.478.000,00
	

	
	Jumlah Pendapatan lainnya lainnya setelah Perubahan
	
Rp.  173.032.360.000,00



[bookmark: _GoBack]Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
	a.
	Belanja Tidak Langsung  

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	912.688.895.436,00
31.612.914.494,00
	

	


	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung  setelah Perubahan
	Rp   944.301.809.930,00

	
	
	

	b.
	Belanja Langsung

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	491.581.221.275,00
165.885.678.677,00
	

	


	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
	Rp.  657.466.899.952,00

	
	
	


(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
	a.
	Belanja Pegawai  

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	628.405.481.019,00
31.902.118.001,00
	

	


	
	Jumlah Belanja Pegawai  setelah Perubahan
	Rp.  660.307.599.020,00

	
	
	

	b.
	Belanja Hibah

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	28.748.400.000,00
(215.000.000,00)
	

	


	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan
	Rp.    28.533.400.000,00

	
	
	

	c.
	Belanja Bantuan Sosial

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	100.000.000,00
0,00
	

	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
	Rp.         100.000.000,00

	
	
	

	d.
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	5.143.899.991,00
8.411.268,00
	

	
	Jumlah Belanja Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan
	
Rp.      5.152.311.259,00

	
	
	

	c.
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	249.791.114.426,00
10.478.000,00
	

	


	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa setelah Perubahan
	

Rp.  249.801.592.426,00

	
	
	

	
	
	e. Belanja....

	e.
	Belanja tidak terduga

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	500.000.000,00
(93.092.775,00)
	

	


	
	Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan
	Rp.         406.907.225,00

	
	
	



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
	a.
	Belanja Pegawai  

	
	1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang)
	Rp.
Rp.
	68.957.121.138,50
(2.215.133.110,50)
	

	


	
	Jumlah Belanja Pegawai  setelah Perubahan
	Rp.    66.741.988.028,00

	
	
	

	b.
	Belanja Barang dan jasa

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	286.086.748.451,2443.535.148.860,76
	

	


	
	Jumlah Barang dan jasa setelah Perubahan
	Rp.  329.621.897.312,00

	
	
	

	c.
	Belanja Modal

	
	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	136.537.351.685,26
124.565.662.926,74
	

	


	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
	Rp.  261.103.014.612,00

	
	
	


Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
	a.     Penerimaan 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
85.250.100.000,00
169.761.655.871,00
	
	


	   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
	Rp. 255.011.755.871,00

	b.     Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	
Rp.
Rp.
	
0,00
2.237.666.289,00
	
	

	   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
	Rp.     2.237.666.289,00



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
	 SILPA tahun anggaran sejumlah 

	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	85.250.100.000,00
169.761.655.871,00
	

	


	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan
	 
Rp. 255.011.755.871,00

	
	


(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

	1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang)
	Rp.
Rp.
	0,00
2.237.666.289,00
	

	


	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan
	 
Rp.     2.237.666.289,00



Pasal...
Pasal 5


Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar  Jumlah Pegawai Per Golongan  dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Daftar Piutang Daerah;
8.	Lampiran VIII	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah .
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12.	Lampiran XII	Daftar Dana Cadangan Daerah
13.	Lampiran XIII	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal...


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.


	Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal   2 November 2018
BUPATI KARO,




TERKELIN BRAHMANA

	Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal  5 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,




KAMPERAS TERKELIN PURBA




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR   

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (     /      /2018)



























PENJELASAN 

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR       TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

I. UMUM

Bahwa dalam Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud mendapat persetujuan bersama.
Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dan juga telah dievaluasi dan disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6 
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR      
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